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KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KESEHATAN 2021-2024
DIPRIORITASKAN UNTUK MENDORONG 6 PILAR TRANSFORMASI KESEHATAN

Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

Meningkatkan kesehatan ibu, Memperkuat sistem
Hasil sistem anak, keluarga berencana Mempercepat perbaikan gizi Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan & pengendalian
kesehatan dan kesehatan reproduksi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) obat dan makanan
o Transformasi layanan primer Transformasi layanan Transformasi sistem ketahanan
rujukan kesehatan
¢ . Edukasi Pencegahan Pencegahan Meningkatkan Meningkatkan akses Meningkatkan Memperkuat
ategori penduduk primer sekunder kapasitas dan dan kualitas ketahanansektor ketahanan
rogram -1 .
pt g Mis., kampanye promosi dan Mis., Vaksinasi dan Mis., pemeriksaan kesehatan, kapabllltas Iayanan sekunder & farmasi & alat tanggap darurat
utama program edukasi Imunisasi, penyediaan tablet penambah zat besi |ayanan primer tersier kesehatan Mis., kesiapan tanggap
makanan sehat di sekolah untuk mengurangi anemia, ben;;ana Kota, kesiapan
pengelolaan penyakit kronis Mis., Kedekatan fasilitas Mis., Kedekatan fasilitas Mis., Ketersediaan, akses, " k 4 s P
layanan primer dan berbasis layanan, kapasitas tempat kualitas, dan keterjangkauan ;e;)r:\t/lal pasg an K I rencana
masyarakat, kualitas layanan, tidur, kualitas farmasi dan peralatan medis, | ’ menjlaga :a |.tas
jalur ke layanan sekunder layanan/akreditasi rumah meningkatkan kapabilitas ayanan sefama Kkrisis
sakit R&D
- s . . o
4 Transformasi sistem O Transformasi SDM '{T@ﬁ Transformasi teknologi
Enabler pembiayaan kesehatan Kesehatan kesehatan
mendasar Menjamin transparansi dan efektivitas Mempercepat ketersediaan, kualitas dan Mempercepat adopsi teknologi dan solusi

pendanaan untuk sistem, dan akses yang adil
bagi setiap segmen populasi

distribusi SDM bidang kesehatan lintas
sistem kesehatan

kesehatan digital, meningkatkan
pengambilan keputusan berdasarkan data
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STRATEGI PENINGKATAN MUTU

TAHUN 2020 - 2024

PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan

Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Bagi masyarakat

A 4

Penyempurnaan Sistem Akreditasi
(Standar dan Instrumen Akreditasi, Sistem Informasi, Penyelenggaraan Survei)

Terlaksananya Pengukuran Mutu Terlaksananya Pelaporan Insiden
Pelayanan Kesehatan Di Fasyankes Keselamatan Pasien




KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

0
L AD

Fasyankes

DIMENSI MUTU
PELAYANAN K

meminimalieas terjading kerugian tharm), cedera
an kesalahan modis yang hisa dicogah
da mercka yarg menerima pelayana)

y ) AMAN

" menyecishan pelayanan yang ceragam tenps
‘membedakan jenis kelamin_ suku, atnik_tsmpat
" tinogal agama, sosial skonomi

;- mensediakan pelayanan yang sesusl
Vi dengan preferens, ketutuhan dan

i ISVHOIINI

REGISTRASI &
LISENSI
SESUAI

REGULASI
INDIKATOR
MUTU& INSIDEN
KES PASIEN
FASYANKES

Prasarana

TATA KELOLA DAN

Alat Kesehatan

KEPEMIM

Sumber Daya
Kesehatan

INAN

Intervensi Peningkatan Mutu

PELAPORAN INSIDEN
KESELAMATAN PASIEN DI

LABKES

7 INDIKATORNASIONAL MUTU

LABKES

PENILAIAN
AKREDITASI

DI

* Kepatuhan Kebersihan Tangan

/| *Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung
2 Diri

* Kepatuhan Identifikasi
Pasien/Spesimen/Sampel

| e Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis

* Kejadian Sampel/Spesimen Yang Hilang

¢ Pengulangan Hasil Pemeriksaan

* Kepuasan Pengguna Layanan




LD

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

kesehatan

pelayanan
publik dan swasta.

PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3 9 5
Upaya Kesehatan a. Pengelolaan upaya | a. Pengelolaan UKP rujukan | a. Pengelolaan UKP Daerah
kesehatan perorangan tingkat Daerah kabupaten/kota dan
(UKP) rujukan provinsi/lintas Daerah rujukan tingkat Daerah
nasional/lintas Daerah kabupaten /kota. kabupaten /kota.
provinsi. b. Pengelolaan UKM Daerah |b. Pengelolaan UKM Daerah
b. Pengelolaan upaya provinsi dan rujukan kabupaten/kota dan
kesehatan masyarakat tingkat Daerah rujukan tingkat Daerah
(UKM) nasional dan provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
rujukan nasional/lintas kabupaten /kota. ¢. Penerbitan izin rumah
= — Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan
Penyelenggaraan sakit kelas B dan fasilitas fasilitas pelayanan
registrasi, akreditasi, dan pelayanan kesehatan kesehatan tingkat Daerah
standardisasi fasilitas tingkat Daerah provinsi. kabupaten /kota.
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KMK 1267 TAHUN 2004

TENTANG STANDAR
PELAYANAN
LABORATORIUM DINAS
KESEHATAN KAB/KOTA

2003

KEPMENKES 364
TAHUN 2003
TENTANG
LABORATORIUM
KESEHATAN

2004

PERMENKES 658 TAHUN
2009 TENTANG JEJARING
LAB DIAGNOSIS PENYAKIT
INFEKSI NEW EMERGING

DAN RE EMERGING

KMK 605 TAHUN 2008
TENTANG STANDAR
BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAN BBLK

KEPMENKES 1435 TAHUN
2011 TENTANG KALK

2008 2010

2009

KMK 298 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN
AKREDITASI LABORATORIUM

2010 TENTANG LAB
KLINIK

KMK 835 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN KESELAMATAN DAN

KEAMANAN LAB MIKROBIOLOGI
DAN BIOMEDIK

2011

PERMENKES 411 TAHUN

REGULASI TERKAIT MUTU DAN AKREDITASI

LABORATORIUM KESEHATAN

KEPMENKES
HK.01.07/MENKES/405 TAHUN
2020 TENTANG JEJARING

LABKES
PERMENKES 27 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PP DI
FASYANKES
PP 47 TAHUN 2016
TENTANG FASYANKES
KEPMENKES

PERMENKES 54 TAHUN HK.01.07/MENKES/214 TAHUN

KEPMENKES

HK.01.07/MENKES/4642 TAHUN
2021 PENYELENGGARAAN

LABKES COVID

RPMK AKREDTASI
PUSKESMAS, KLINIK

PRATAMA, LABKES ,
DAN UTD

5015 TENTANG 2020 TENTANG JEJARING LAB KEPDIRJEN
PEMERIKSA CORONA VIRUS HK.02.02/1/1404/2021
PENGUJIAN DAN TENTANG JUKNIS RIS SUANIDAR
KALIBRASI ALAT PERMENKES 11 TAHUN 2017 PEMANTAUAN DAN AKREDTASI
KESEHATAN TENTANG KESELAMATAN EVALUASI KESIAPAN LABKES , DAN
PASIEN LAB PEMERIKSA UTD
CovID
2013
2015 2017 2021
2021
SE HK.02.01/MENKES/234 TAHUN
PERMENPAN 14 2020 TENTANG PEDOMAN PMK 14 TAHUN 2021 TENTANG
TAHUN 2017 TENTANG PEMERIKSAAN UJI RT-PCR BAGI STANDAR KEGIATAN USAHA
PERMENKES 43 TAHUN SURVEI KEPUASAN . LAB DI LINGK. RS DAN LAB LAIN e
2013 TENTANG CARA UNIT YANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN LAB PENYELENGGARA PEMERIKSAAN COVID PERIZINAN BERUSAHA
KLINIK YANG BAIK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS RESIKO SEKTOR
KESEHATAN
KEPMENKES

SE HK.02.01/MENKES/455/2020
TENTANG PERIZINAN DAN
AKREDITASI FASYANKES DAN
PENETAPAN RS PENDIDIKAN
PADA MASA PANDEMI COVID

HK.02.02/MENKES/400/2016
TENTANG BBLK SEBAGAI
PENYELENGGARA PME TINGKAT
NASIONAL

SE HK.02.02/111/997
TAHUN 2021 TENTANG
REGISTRASI LAB KES
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Garakan Masyarakat

HPONESA KEBIJAKAN AKREDITASI LABORATORIUM S

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 298 /Menkes/SK/III/2008

Tentang
PEDOMAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan
laboratorium  kesehatan  perlu  dilakukan
penilaian secara berkala melalui pelaksanaan
akreditasi dan penerbitan sertifikat akreditasi
laboratorium kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan

DadAaran Abwadiénnd Y alacasaslio. L ISR, IS T

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008
tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Rancangan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. dalam rangka perlindungan terhadap penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang sesuai standar di Pusat
Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan
dan Unit Transfusi Darah, perlu meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan secara terencana dan berkelanjutan;

Draft Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi
Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium
Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
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LABORATORIUM KESEHATAN

PERBAIKAN
Digunakan sbg TATA KELOLA

tools untuk : * Peningkatan
Meningkatkan Mutu [l © Manajemen Mutu :

secara * Pelayanan
berkesinambungan L ABORATORIU
(CQI) M KESEHATAN




PENYELENGGARAAN AKREDITASI FASYANKES

;

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU FASYANKES

Konsep Penyelenggaraan Akreditasi Fasyankes menggambarkan tentang Upaya
Peningkatan mutu fasyankes secara berkesinambungan sebagai sebuah sistem
yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
1. Persiapan Akreditasi
2. Pelaksanaan Akreditasi
3. Pasca Akreditasi

Persiapan Akreditasi, diselenggarakan oleh:

v" Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kab/Kota
v Tim Mutu Internal

Pelaksanaan Akreditasi terdiri atas kegiatan:
PENYELENGGARAAAN v" Survei; dan

AKREDITASI v Penetapan status Akreditasi

Pasca Akreditasi, merupakan kegiatan dalam menjaga mutu pelayanan scr
berkesinambungan setelah penilaan akreditasi, melalui kegiatan:
» v/ Penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS)
v Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
v Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)




RANCANGAN MEKANISME PENYELENGGARAAN AKREDITASI

PUSKESMAS, KLINIK, LABKES DAN UTD

Dinkes Provinsi e

Penugasan Surveior

Pelaksanaan Survei

e Verifikasi
Dinkes Kab/Kota Hasil Survei

Puskesmas Pengiriman Sertifikat Akreditasi

Klinik e O

Labkes oo

UTD © -z.

Pengusulan survei Tim
Verifikator

Pelaporan Hasil Survei Oleh Tim Surveior
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JUMLAH FASYANKES LAINNYA DI INDONESIA

LABORATORIUM

JUMLAH LABORATORIUM BERDASARKAN
KEPEMILIKANNYA (1562)

BBLK

4 (0%)

Pemerintah
267 (17%)

—~_

Lab Swasta
1295 (83%)

—

L}

JUMLAH LABORATORIUM PEMERINTAH

»¥ BERDASARKAN KEPEMILIKANNYA (263)
Lab

Universitas

Pemermtah
—_
Negeri

/ Provinsi
3 (1%)

28 (11%)
Pemermtah

Daerah
232 (88%)

JUMLAH LABORATORIUM BERDASARKAN
AKREDITASI

Lab
/ Akreditasi
341 (22%)

Lab Belum
Akreditasi

1221 (78%)

JUMLAH LABORATORIUM BERDASARKAN
PENGKATEGORIANNYA

/

Lab BSL 2,

Pemerlksa
Covnd

Data : 05 Desember 2021
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REVISI STANDAR
AKREDITASI
LABORATORIUM
(20210

_ g GERMAS
Sasaran Keselamatan Pasien. ST
‘ Tata Kelola Kepemimpinan

Manajemen Informasi

.................. ’ ENTEY dan Kompeten3|

Manajemen Fasilitas
dan Keselamatan

Pengendallan MUTU
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* Kontrol Pra Analitik
* Kontrol Analitik

* Kontrol Pasca Analitik

P

.

Secara periodik dan
teratur oleh pihak Iain

~“Focus

on

Quality

Rangkaian kegiatan sebelum \elakukan uji ketelitian

specimen siap diperiksa : (presisi) dan ketepatan
* Persiapan Pasien (akurasi) menggunakan
* Persiapan Bahan bahan kontrol.

» Persiapan Peralatan dan
Reagensia

» Persiapan Petugas
Pemeriksé

» Kalibrasi alat-alat

Pra Analitik Pasca Analitik

Kegiatan memastikan hasil lab
tertera dengan benar pada
formulir hasil dan diterima oleh
pasien yang benar dalam waktu
yang tepat

+ Validasi hasil pemeriksaan ab
+ Validasi pengetikan hasil ab

* Ekspertisi dokter

+ Validasi Penyerahan hasil ab

Pemantapan Mutu Eksternal adalah
kegiatan yang  diselenggarakan
secara periodik, serentak dan
berkesinambungan oleh pihak lain di
luar laboratorium yang bersangkutan
(penyelenggara PME) untuk
memantau dan menilai mutu hasil
pemeriksaan suatu laboratorium
dalam bidang pemeriksaan tertentu

pada saat tertentu.




KESEHATAN KEBIJAKAN TENTANG PEMANTAPAN MUTU DI LABORATORIUM

INDONESIA

KEPMENKES
No.298/Menkes?SK/I111/2008
tentang Pedoman Akreditasi

Laboratorium Kesehatan

PERMENKES
No.411/Menkes/PER/111/2010

KEPMENKES
No.364/Menkes/SK/I11/2003

tentang Laboratorium Klinik tentang Laboratorium Kesehatan

asal 6.

Laboratorium Klinik mempunyai

kewajiban:

1. Melaksanakan Pemantapan
Mutu Internal (PMI) dan » Setiap laboratorium harus
Mengikuti Pemantapan Mutu mengikuti secara teratur Pasal 10 .

Eksternal (PME) yang diakui kegiatan Program Nasional Setiap laboratorium
: kesehatan berkewajiban
oleh pemerintah Pemantapan Mutu Eksternal ]

2. Mengikuti Akreditasi (PNPME) dan mengikuti untuk menyelenggarakan
laboratorium kesehatan seluruh program PME yang Pemantapan Mutu Internal
yang diselenggarakan oleh diakui oleh pemerintah dan mengikuti Pemantapan
Komite Akreditasi disesuaikan dengan jenis Mutu Ekster|.1al yang diaku
Laboratorium Kesehatan laboratorium dengan hasil oleh pemerintah
(KALK) setiap 5 (lima) baik dan dievaluasi secara
tahun berkala

3. Menyelenggarakan upaya

\ Keselamatan dan keamanan
laboratorium . EE&ﬂg&:&AN y

REPUBLIK
INDONESIA
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Surat Edaran Dirjen BUK

(SE Dirjen Bina Upaya Kesehatan HK. 03.03/V/1616/2015 tgl 16 Juni 2015
-> Surat Edaran Program Nasional PME Labkes tahun 2015)

-

Menunjuk 4 (empat) BBLK sebagai penyelenggara Program Nasional PME (PNPME)
laboratorium kesehatan tingkat nasional

Kepmenkes no. HK.02.02/Menkes/400/2016 tentang Balai Besar Laboratorium

Kesehatan (BBLK) sebagai Penyelenggara Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Tingkat Nasional

—

menetapkan BBLK Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makasar sebagai
Penyelenggara Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional.
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Pelaporan Data Indikator Nasional Mutu (INM) Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (UTD)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

l JEN
.‘ Jalan HR. Rasuna Said Biok X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201580 (Hunting)

Mendorong pelaporan data INM di website
http://mutufasyankes.kemkes.go.id secara rutin setiap bulan
kepada Kemenkes RI.

Nomor YM.02.03/V1.3/4755/2021

Lampiran satu lembar

Hal Pelaporan Data Indikator Nasional Mutu (INM) Laboratorium Kesehatan dan Unit
Transfusi Darah (UTD)

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien dan sebagai bagian dan upaya peningh mutu dan pasen
pada fasilitas pelayanan kesehatan, maka disampaikan kepada seluruh Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah KabupatervKota agar

1. Mendorong seluruh laboratorium kesehatan mandiri (yang berada di luar puskesmas dan rumah
sakit) serta Unt Transfusi Darah mandiri (yang berada di luar rumah sakit). bak milik
pemenntah maupun swasuo«whyahnyaagumchoommumlmt ator Nasional Mutu (INM)
melalui  website  hitp secara rutin setiap bulan kepada
Kementerian Kesehatan RI PMunpll lolms poog:sun dapat ou'\dun dan website tersebut

A o o a0 Koo Ktk e ey e Pemantauan dan evaluasi terkait INM pada laboratorium dan

2 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait INM pada laboratonum dan UTD di wiayah

e ey UTD

Demikian disampakan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami
ucapkan tenma kasih

Dwrektur Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan

Tembusan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

4. Kepala Pusiitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
5. Ketua Umum Palang Merah indonesia (PMI)

6. Ketua ILKI

Dokumen s Standstangars secars sleayonh melahs Apthas TNOE menggurah.an sertfist seslronh yang dtertian aen BSE (12
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JUMLAH PELAPORAN INM LABORATORIUM DARI JANUARI -

PELAPORAN INM LABKES

DESEMBER 2021 Sebaran Provinsi Jumlah Laboratorium Yang Sudah
Laboratorium Melaporkan INM Periode Januari — Desember 2021
yang Sudah 25
Pernah 20
Melaporkan INM
dari Januari - 15
esember 2021 ,
_ 118 (8%) 10
Laboratorium
5
yang Belum
Pernah 0 o
Melaporkan INM PP PP FS PR F SRS FARLL PSSO L
dari Januari - VOQ,\S@%Q’Q} < 5(0&@?}6\@0&3662)@\@35@@6&«@0 @@«\@ TS éoq’é/\@@%e}&é@o&%@\&e&qé@(é&}o@
Desember 2021 \ @\@*&&é &° @ \”b@ 0{"\ 5'§§® P @ ,bé@&& & é{@ fa“@&é\ @é\/\\fﬁQ} @Q}o
1443 (92%) RN \}6@ Q},bo N \g}\({\.\\é{b'\\&’b & Q}\é‘ \gz;\}\,g &
\J\&Q. ‘l‘(b

Data : 05 Desember 2021

CAPAIAN PELAPORAN INDIKATOR NASIONAL MUTU LAEORATORIUM PERIODE
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021

KEPATUHAN KEPATUHAN KEPATUHAN PELAFORAN HASIL SAMPEL HILANG PENGULANGAN KEPUASAN
IDENTIFIKAS]I PASIEN KEBERS IHAN PENGGUNAAN APD KRITIS HASIL PEMERIKSAAN PELANGGAN
TANGAN
m JANUARI FEBRUARI = MARET wmAPRIL MEI  mIUNI luu AGUSTUS = SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER wm DESEMEBER
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Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (UTD)

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5261814, 5203872 >
Website:www.yankes.kemkes.go.id GERMAS

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ® ’/

2 Pacs Kegmin Dinas Kasaistan iatupatuitotn Mendorong pelaporan data Insiden Keselamatan
3. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat - . .
Pasien (IKP) di website

SURAT EDARAN http://mutufasyankes.kemkes.go.id secara rutin

NOMOR ... 4-.02:02/14--4&F4---/ 2021 .
TENTANG setiap bulan kepada Kemenkes RI.
PENGGUNAAN APLIKASI
LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) PUSKESMAS, RUMAH
SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

Permenkes Nomor 11 tahun 2017 telah mengatur k lamatan pasien di fasilitas
pelayanan Kesehatan, dimana setiap fasilitas pelayanan Kesehatan harus
menyelenggarakan dan melaporkan Insiden Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien.
Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: a) Kejadian Sentinel; b) Kejadian Tidak
Diharapkan (KTD); c) Kejadian Nyaris Cedera (KNC); d) Kejadian Tidak Cedera (KTC) dan
e) Kondisi Potensial Cedera Signifikan (KPCS).

Pemantauan dan evaluasi terkait IKP pada
laboratorium dan UTD

Insiden Keselamatan Pasien yang wajib dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan
Pasien (KNKP) melalui Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien
Nasional (SP2KPN) berbasis web adalah Kejadian Sentinel dan Kejadian Tidak
Diharapkan (KTD) yang telah dianalisa dan ditindaklanjuti.

Tujuan Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) :

1. Tersedianya data dan Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) secara nasional
di Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah

2. Adanya sarana pembelajaran dan perbaikan mutu dan keselamatan pasien antar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. Tersedianya data dan informasi yang mendukung dalam penyusunan kebijakan
prioritas dalarn peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Mengingat ketentuan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;

f. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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I: N UPDATE KOMITMEN LABKES

o Cut of Data 5 Desember 2021

Trend Penyampaian Komitmen Lab

Tahun 2021 Ko@tmeﬁ Labkesda dan Lab Mandiri/Swasta
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INDOMESIA

TERIMA KASIH

SUBSTANSI MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI YANKES, DIRJEN YANKES
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
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